GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang :a. bahwa guna efektivitas dan kejelasan Asisten dan Kepala
Biro dalam melaksanakan tugasnya, perlu mengatur
rincian tugas Asisten dan Kepala Biro dalam Peraturan
Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

]
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008 Nomor 1 Seri Dj);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 46
TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal |

Bebcrapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Sckretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008
Nomor 4 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu
Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai tugas memimpin, membina, mengevaluasi
pelaksanaan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
menyelenggarakan  tugas-tugas pemerintahan dan
mengoordinasikan perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di
bidang pemerintahan umum, otonomi daerah,
kependudukan, catatan sipil, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan, keagamaan serta kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai fungsi :
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a. pengoordinasian perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi
dacrah, kependudukan, catatan sipil, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan, keagmaan serta kesejahteraan
rakyat;

b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di
bidang pemerintahan umum, otonomi daerah,
kependudukan, catatan sipil, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan, keagmaan serta kesejahteraan rakyat;

c. pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang
pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan,
catatan sipil, dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
keagmaan serta kesejahteraan rakyat;

d. pelaksanaan pembinaan aparatur di lingkungan Biro
Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas di lingkungan Biro Pemerintahan dan Biro
Kesejahteraan Rakyat;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu
Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1} Kepala Biro Pemerintahan mempunyai tugas memimpin,
mengoordinasikan membina, mengevaluasi pelaksanaan
tugas pelayanan administratif dan penyiapan bahan
perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi
di bidang pemerintahan umum, pengembangan wilayah,
pertanahan, otonomi daerah, kependudukan dan catatan
sipil serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Biro Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyiapan  bahan  penggordinasian  perumusan
kebijakan di bidang pemerintahan  umum,
pengembangan wilayah, pertanahan, otonomi daerah,
kependudukan dan catatan sipil serta dekonsentrasi
dan tugas pembantuan;

b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi
perangkat daerah di bidang pemerintahan umum,
pengembangan wilayah, pertanahan, otonomi daerah,
kependudukan dan catatan sipil serta dekonsentrasi
dan tugas pembantuan;

c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur,
keuangan, sarana dan prasarana perangkat daerah di
bidang pemerintahan umum, pengembangan wilayah
pertanahan, otonomi daerah, kependudukan dan
catatan sipil serta dekonsentrasi dan tugas
pembantuan;
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